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PRAKATA

Buku “Manajemen Haji di Era Digital Sejalan Visi Arab Saudi 2030 
(Pendekatan Teoritis, Empiris, dan Praktik)” disusun sebagai upaya 

menghadirkan pemahaman yang sistematis, komprehensif, dan kontekstual 
mengenai pengelolaan ibadah haji dalam dinamika transformasi digital 
serta arah kebijakan global yang berkembang pesat. Ibadah haji sebagai 
rukun Islam kelima bukan sekadar ritual spiritual, tetapi juga merupakan 
bentuk pengelolaan sosial-keagamaan berskala internasional yang membu-
tuhkan sistem manajemen yang efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh 
karena itu, buku ini mencoba mengintegrasikan teori manajemen modern, 
data empiris, serta praktik manajerial yang berlangsung di lapangan agar 
pembaca memperoleh gambaran utuh tentang bagaimana tata kelola haji 
di Indonesia dapat terus beradaptasi dengan perubahan zaman.

Kehadiran perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi salah satu tonggak 
penting dalam memperkuat landasan hukum tata kelola haji di Indonesia. 
Undang-Undang ini menggantikan regulasi sebelumnya dengan semangat 
pembaruan yang menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan, 
transparansi pengelolaan dana haji, serta penguatan peran negara dalam 
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memberikan perlindungan kepada jemaah. Lebih jauh lagi, lahirnya 
Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia yang merupakan wujud 
restrukturisasi kelembagaan di bidang pelayanan ibadah haji menjadi angin 
perubahan yang membawa harapan baru terhadap tata kelola ibadah haji 
di Indonesia. 

Perubahan tersebut menjadi relevan dengan semangat transformasi 
digital dan visi strategis Arab Saudi 2030 yang menjadikan modernisasi 
pelayanan haji dan umrah sebagai salah satu prioritas utama. Dalam 
konteks ini, buku ini berusaha menghadirkan analisis mendalam mengenai 
keterkaitan antara kebijakan Arab Saudi dan kebijakan domestik Indonesia, 
khususnya dalam hal optimalisasi teknologi digital untuk pelayanan 
jemaah. Digitalisasi bukan sekadar perubahan alat, tetapi merupakan 
perubahan paradigma dalam pengelolaan data, pelayanan, dan komunikasi 
antarnegara. Oleh sebab itu, buku ini tidak hanya memotret kebijakan dan 
inovasi, tetapi juga berupaya merumuskan strategi manajerial yang dapat 
diterapkan secara adaptif dan berkelanjutan.

Struktur penyajian buku ini dirancang secara sistematis agar mudah 
diikuti oleh pembaca dari berbagai latar belakang, baik akademisi, prak-
tisi, maupun pembuat kebijakan. Bagian awal buku diawali dengan kajian 
konseptual mengenai ibadah haji, mencakup definisi, dasar hukum, 
dimensi spiritual dan sosial, serta aspek fisiologis dan psikologis jemaah. 
Pada bagian ini, pembaca akan menemukan penguraian yang komprehensif 
tentang bagaimana ibadah haji tidak hanya menjadi ibadah ritual, tetapi 
juga sebuah perjalanan manajemen spiritual yang kompleks.

Sebagai wujud refleksi dan kontribusi konseptual terhadap penguatan 
sistem tata kelola haji, buku ini memperkenalkan dua konsep inovatif, yaitu 
Formula Lima BPH (Badan Penyelenggara Haji) dan Lima Pengembangan 
Progresif. Formula ini dirancang untuk memberikan panduan praktis bagi 
pengambil kebijakan dan pelaksana teknis dalam merumuskan strategi 
jangka panjang yang berbasis inovasi teknologi, efisiensi birokrasi, serta 
peningkatan kualitas pelayanan jemaah. Pendekatan ini menekankan 
pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, pelaku industri 
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perjalanan, serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola haji yang 
adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.

Dengan hadirnya Undang-Undang baru dan struktur kementerian 
yang diperbarui, tata kelola haji Indonesia kini memasuki fase transformasi 
yang lebih progresif. Perubahan ini bukan sekadar reorganisasi administra-
tif, tetapi juga penegasan komitmen negara untuk memberikan pelayanan 
terbaik bagi jemaah haji sebagai tamu Allah (Duyufurrahman). Semangat 
reformasi kelembagaan dan kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi 
pendorong bagi lahirnya sistem manajemen haji yang modern, berkeadilan, 
serta selaras dengan visi global dalam pelayanan ibadah.

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik, 
panduan praktis, dan inspirasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan 
dalam pengelolaan ibadah haji di Indonesia. Kehadirannya diharapkan 
tidak hanya menambah wawasan pembaca tentang aspek manajemen 
dan kebijakan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa trans-
formasi digital dalam pelayanan ibadah haji merupakan keniscayaan 
yang harus dihadapi dengan kesiapan sumber daya manusia, sistem, dan 
kebijakan yang adaptif. Dengan demikian, buku ini tidak hanya berbicara 
tentang manajemen haji dalam arti administratif, tetapi juga sebagai simbol 
perubahan menuju tata kelola ibadah yang lebih profesional, transparan, 
dan berorientasi pada nilai-nilai pelayanan umat.
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Definisi Ibadah Haji
Secara umum, ibadah haji merupakan salah satu bentuk ritual tahunan 
yang dijalankan oleh umat Islam di seluruh dunia yang memiliki kemam-
puan dari sisi materi, fisik, maupun pengetahuan agama. Pelaksanaannya 
dilakukan dengan mengunjungi sejumlah tempat suci di Arab Saudi serta 
menunaikan serangkaian amalan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan 
dalam syariat Islam, yakni pada bulan Dzulhijjah. Secara lebih khusus, haji 
menempati kedudukan sebagai rukun Islam kelima yang wajib dipenuhi 
oleh setiap muslim yang telah mencapai kesiapan, baik secara fisik, mental, 
spiritual, sosial, maupun finansial. Melalui ibadah ini, diharapkan manusia 
mampu mengenali jati dirinya, membersihkan hati, serta menyucikan jiwa 
dari berbagai hal yang menghalangi kedekatan dengan Allah.

Dalam struktur syariat Islam, haji menempati posisi yang sangat 
penting karena termasuk ke dalam kategori ibadah pokok yang wajib 
dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu. Ibadah ini tidak hanya seka-
dar perjalanan fisik menuju Tanah Suci, melainkan juga merupakan ritual 
spiritual yang sarat dengan makna mendalam. Haji dilaksanakan setiap 
tahun pada bulan Dzulhijjah dan diikuti oleh jutaan muslim dari seluruh 
penjuru dunia sehingga menjadikannya salah satu pertemuan keagamaan 
terbesar di muka bumi.

Secara etimologis, kata “haji” bermakna berkunjung atau menuju suatu 
tempat dengan tujuan tertentu. Dalam konteks Islam, tujuan tersebut bukan 
sekadar perjalanan biasa, tetapi berorientasi pada ibadah yang bernilai 
transendental. Haji dapat dipahami sebagai bentuk perjalanan religius 
yang diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui serangkaian 
amalan yang telah ditentukan syariat. Tradisi berhaji ini menunjukkan 
bahwa ajaran Islam telah memberikan tuntunan yang jelas dan sistematis 
bagi umatnya dalam melaksanakan ritual ini, sehingga makna kunjungan 
dalam haji memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral yang lebih luas 
dibandingkan sekadar perjalanan biasa (Shihab, 2012).

Dalam terminologi syariat Islam, haji dipahami sebagai kesengajaan 
seorang muslim untuk melakukan perjalanan menuju Baitullah al-Haram, 
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Penyelenggaraan Ibadah Haji 
Penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berfokus pada pelaksanaan ritual 
keagamaan semata, tetapi juga mencakup keseluruhan sistem manajemen 
yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga evaluasi pasca-pelaksa-
naan. Dalam konteks ini, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji mencakup 
berbagai aspek strategis yang meliputi pembinaan calon jemaah, pelayanan 
administrasi dan teknis, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung 
pelaksanaan ibadah, hingga pengawasan dan pelaporan yang dilakukan 
secara transparan dan akuntabel. 

Penyelenggaraan ibadah haji juga dilandaskan pada asas-asas penting 
seperti syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, 
profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, sehingga pelaksanaannya 
tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai 
spiritual dan moral keagamaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang 
Kementerian Haji dan Umrah, penyelenggaraan ibadah haji termasuk 
dalam sub urusan pemerintahan di bidang agama yang menjadi tanggung 
jawab Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga negara yang secara 
khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut. Kementerian ini 
memiliki fungsi utama dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, 
pelayanan terhadap jemaah, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi 
atas seluruh kegiatan penyelenggaraan. Melalui peraturan ini, pemerintah 
menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung 
jawab negara yang dijalankan secara profesional, terukur, dan berkeadilan 
untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan seluruh jemaah. 

Definisi penyelenggaraan ibadah haji dalam regulasi ini tidak hanya 
menekankan aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga menegaskan 
dimensi spiritual dan sosial sebagai bagian integral dari upaya negara 
dalam memberikan pelayanan terbaik kepada umat Islam Indonesia. 
Dalam kerangka ini, penyelenggaraan ibadah haji dipandang sebagai 
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Pembinaan Ibadah Haji
Pembinaan ibadah haji merupakan salah satu komponen kunci dalam penye-
lenggaraan haji yang diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2025 serta diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 
2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah. Regulasi tersebut menegaskan 
bahwa pembinaan merupakan bagian integral dari manajemen penyelengga-
raan haji yang tidak hanya berorientasi pada aspek ritual keagamaan, tetapi 
juga mencakup dimensi sosial, administratif, dan teknologis. Menurut UU 
No. 14 Tahun 2025 Pasal 12 ayat (1), pembinaan penyelenggaraan ibadah haji 
ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan 
jemaah agar pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai tuntunan syariat serta 
prinsip keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban. 

Implementasi pembinaan ibadah haji mencakup tiga tahap utama, 
yaitu pembinaan pra-keberangkatan, pembinaan selama pelaksanaan 
di Arab Saudi, dan pembinaan pasca kepulangan jemaah. Pada tahap 
pra-keberangkatan, Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan 
Umrah bertanggung jawab melakukan bimbingan teknis dan supervisi bagi 
calon jemaah melalui manasik haji, pelatihan petugas, serta penyediaan 
materi digital berbasis aplikasi daring. Tahap ini berfungsi mempersiapkan 
jemaah dari sisi spiritual, kesehatan, dan kesiapan administratif. 

Selama pelaksanaan ibadah di tanah suci, pembinaan difokuskan pada 
pendampingan langsung oleh petugas kloter dan pembimbing ibadah yang 
telah memiliki sertifikat. Perpres Nomor 92 Tahun 2025 menegaskan bahwa 
Direktorat Jenderal Pelayanan Haji memiliki tugas mengoordinasikan 
seluruh aspek pembinaan lapangan termasuk bimbingan teknis, evaluasi 
layanan, dan supervisi terhadap pelaksanaan ibadah di Makkah, Madinah, 
dan Armina. Di sinilah aspek profesionalisme petugas menjadi indikator 
penting keberhasilan pembinaan, sebab penguasaan manasik dan keteram-
pilan komunikasi antar budaya sangat berpengaruh terhadap kenyamanan 
jemaah dalam menjalankan rukun dan wajib haji.

Pasca pelaksanaan haji, pembinaan diarahkan pada penguatan spiri-
tualitas dan aktualisasi nilai-nilai haji dalam kehidupan sosial masyarakat. 
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Dinamika Regulasi Penyelenggaraan Haji Pasca 
Reformasi 
Dinamika penyelenggaraan ibadah haji secara khusus dimulai pasca 
reformasi 1998, sebuah era baru tata kelola penyelenggaraan ibadah haji 
di Indonesia, sebuah era baru yang ditandai dengan terbukanya ruang 
demokratisasi kebijakan dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik. 
Berbagai regulasi lahir sebagai respon atas kebutuhan modernisasi tata 
kelola haji, mulai dari penguatan kelembagaan, transparansi biaya, sampai 
perbaikan layanan berbasis asas keadilan dan perlindungan jemaah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 menjadi tonggak awal refor-
masi penyelenggaraan haji, kemudian disempurnakan melalui UU No. 13 
Tahun 2008 dan akhirnya diperkuat secara komprehensif lewat UU No. 
8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Setiap 
produk hukum tersebut hadir sebagai upaya negara menjawab dinamika 
sosial, meningkatnya jumlah jemaah, kompleksitas operasional lintas 
negara, serta kebutuhan integrasi layanan yang semakin menuntut profe-
sionalisme dan tata kelola yang modern.

Momentum reformasi regulasi penyelenggaraan haji semakin menguat 
dengan lahirnya Undang-Undang Perubahan Ketiga Nomor 14 Tahun 
2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menjadi 
respons strategis negara terhadap kompleksitas penyelenggaraan haji 
modern. Revisi ini tidak hanya memperbarui aspek teknis dan kelemba-
gaan, tetapi juga menegaskan pentingnya integrasi sistem digital, standar 
pelayanan minimum, profesionalisasi SDM haji, serta penguatan perlin-
dungan jemaah di dalam dan luar negeri. 

UU tersebut hadir untuk menjawab tantangan mutakhir, termasuk 
tingginya jumlah jemaah lansia, kebutuhan transparansi pengelolaan 
keuangan haji, dan tuntutan harmonisasi regulasi dengan kebijakan Arab 
Saudi yang berubah cepat. Dengan demikian, UU No. 14 Tahun 2025 
menjadi landasan hukum yang memperkuat transformasi penyelenggaraan 
haji Indonesia, sekaligus memastikan bahwa pelayanan kepada jemaah 
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Pilar-Pilar Saudi Vision 2030
Program Saudi Vision 2030 merupakan sebuah rancangan strategis jangka 
panjang yang digagas oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman seba-
gai tonggak penting dalam upaya melakukan reformasi menyeluruh 
terhadap perekonomian Arab Saudi. Program ini diluncurkan sebagai 
respons atas ketergantungan tinggi negara tersebut terhadap sektor minyak, 
dengan tujuan utama melakukan diversifikasi ekonomi menuju ekonomi 
non-minyak yang lebih berkelanjutan dan inklusif. 

Visi besar ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, melainkan 
juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui 
berbagai upaya terukur, antara lain dengan memperkuat kapasitas sumber 
daya manusia melalui sistem pelatihan dan pengembangan yang berke-
lanjutan, memperluas akses terhadap pendidikan yang relevan dengan 
tuntutan zaman, serta menciptakan lapangan kerja baru yang sejalan 
dengan transformasi industri global. Dengan kata lain, Saudi Vision 2030 
dirancang untuk mengarahkan Arab Saudi agar mampu memperkokoh 
posisinya dalam percaturan dunia internasional, sekaligus menempatkan 
diri sebagai bangsa modern yang dinamis, progresif, dan mampu menga-
komodasi nilai-nilai inklusivitas dalam pembangunan sosialnya (Winarni 
dan Permana, 2022).

Selain itu, Saudi Vision 2030 juga memiliki dimensi strategis yang 
berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan ambisi nasional serta 
mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki oleh Arab Saudi. Potensi 
tersebut mencakup posisi geografis nya yang strategis sebagai penghubung 
tiga benua (Asia, Afrika, dan Eropa), kekuatan finansial melalui kapasitas 
investasi yang sangat besar, serta statusnya sebagai pusat global dalam 
berbagai aspek, baik keagamaan, ekonomi, maupun politik. 

Pemanfaatan potensi ini diharapkan tidak hanya memberikan kontri-
busi signifikan terhadap pembangunan nasional, tetapi juga memperkuat 
daya saing Arab Saudi dalam tataran internasional. Dengan kata lain, 
program ini tidak sekadar berbentuk visi simbolik, melainkan menjadi 
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Peningkatan Ekosistem Ekonomi Haji
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 secara eksplisit menegaskan bahwa 
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tidak hanya dimaksudkan untuk 
memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kepada jemaah 
agar dapat menunaikan ibadah dengan aman, nyaman, dan sesuai syariat, 
melainkan juga bertujuan untuk “mewujudkan dan mengembangkan ekosis-
tem ekonomi ibadah haji dan umrah yang memberikan dampak terhadap 
perekonomian di Indonesia” (Pasal 3 huruf c).

Rumusan ini menandai perubahan paradigma dalam tata kelola ibadah 
haji dan umrah dari orientasi administratif menjadi ekosistem ekonomi 
yang terintegrasi. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah memi-
liki mandat untuk memastikan bahwa dana, logistik, serta rantai pasok 
yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat berkontribusi nyata 
terhadap peningkatan ekonomi nasional, baik melalui investasi, industri 
halal, maupun pemberdayaan usaha mikro dan koperasi umat.

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 memberikan dasar kelem-
bagaan atas pembentukan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem 
Ekonomi Haji dan Umrah yang secara spesifik bertugas menyusun dan 
melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekosistem ekonomi haji 
dan umrah. Direktorat ini menjadi tonggak baru dalam struktur pemerin-
tahan, karena sebelumnya fungsi ekonomi dalam penyelenggaraan haji 
belum diatur secara institusional. 

Dalam Pasal 21 dan 22 Perpres tersebut disebutkan bahwa fungsi 
utama direktorat ini mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan 
pengembangan ekosistem ekonomi, pengelolaan biaya operasional haji, 
serta pengembangan kampung haji Indonesia di Makkah. Konsep kampung 
haji ini bukan sekadar fasilitas akomodasi, tetapi juga simbolisasi dari 
diplomasi ekonomi dan budaya yang memperkuat posisi Indonesia di 
Arab Saudi sekaligus menjadi sarana pengembangan usaha dan investasi 
halal lintas negara.



BAB VII
FORMULA LIMA BPH  

DALAM MANAJEMEN  
HAJI ERA DIGITAL:  

CATATAN HAJI 2025



Manajemen Haji di Era Digital154

Menurunkan BPIH
Pemerintah berupaya memperkuat tata kelola pembiayaan haji mela-
lui koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah, Badan Pengelola 
Keuangan Haji (BPKH), dan DPR RI dengan tujuan agar biaya yang 
ditanggung oleh jemaah dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pela-
yanan ibadah haji. Secara konseptual, BPIH yang dijelaskan dalam Pasal 
12 Undang-Undang tersebut didefinisikan sebagai sejumlah dana yang 
digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Besaran BPIH 
ditetapkan berdasarkan usulan Menteri dan memerlukan persetujuan DPR 
RI, sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 hingga Pasal 48A. 

Penurunan BPIH dapat diwujudkan melalui pengelolaan yang lebih 
efisien, optimalisasi Nilai Manfaat hasil investasi keuangan haji, serta 
pemanfaatan Dana Efisiensi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terse-
but. Fokus pemerintah bukan hanya pada besaran nominal yang dibayar 
jemaah, tetapi pada restrukturisasi manajemen dana haji agar dapat mene-
kan biaya secara berkelanjutan.

Dalam Pasal 46 dan 47, mekanisme pembahasan BPIH dijelaskan 
secara rinci. Menteri Haji dan Umrah menyampaikan usulan besaran BPIH 
kepada DPR RI paling lambat 30 hari setelah tanggal 13 Zulhijah, dengan 
memperhatikan aspek keberlanjutan keuangan haji. Pembahasan terse-
but melibatkan BPKH agar seluruh komponen pembiayaan, seperti nilai 
manfaat dan dana efisiensi, dapat diintegrasikan secara optimal. Setelah 
mendapat persetujuan DPR, Presiden menetapkan besaran BPIH maksi-
mal dalam waktu 14 hari sebagaimana disebutkan pada Pasal 48 ayat (1). 

Adapun sumber pembiayaan yang digunakan untuk BPIH dapat 
berasal dari berbagai pos, antara lain Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), 
Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, hibah, wakaf, dan sumber lain yang sah, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2). Keberagaman sumber dana 
ini menjadi landasan penting dalam upaya menurunkan BPIH melalui 
efisiensi dan diversifikasi pembiayaan.
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LAMPIRAN: 
KUTIPAN UNDANG-UNDANG 

PERUBAHAN KETIGA NO.14 TAHUN 
2025 TENTANG PENYELENGGARAAN 

IBADAH HAJI DAN UMRAH

Kutipan dari UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang “Penyelenggaraan Ibadah 
Haji dan Umrah”.

Pasal 1 
1.	 Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mam-

pu melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, 
serta pada tempat, waktu, dan syarat tertentu.

2.	 Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji 
dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan 
tawaf, sai, dan tahalul.
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3.	 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perenca-
naan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta 
pelaporan ibadah haji dan ibadah umrah.

Pasal 3 (Asas Penyelenggaraan)
Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berasaskan:

1.	 Syariat Islam
2.	 Amanah;
3.	 Keadilan;
4.	 Profesionalitas;
5.	 Transparansi;
6.	 Akuntabilitas; dan
7.	 Pelindungan jamaah.

Pasal 86 (Pelaksanaan Ibadah Umrah)
Perjalanan ibadah umrah dilakukan:

1.	 Melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
2.	 Secara mandiri; atau
3.	 Melalui menteri dalam keadaan tertentu.

Pasal 86A (Ketentuan Umrah Mandiri)
Jemaah umrah mandiri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1.	 Memiliki dokumen perjalanan dan visa;
2.	 Memiliki tiket penerbangan pergi-pulang;
3.	 Memiliki akomodasi dan transportasi selama di arab saudi; dan
4.	 Memiliki asuransi perjalanan ibadah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan umrah mandiri 
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18 (Kuota dan Prioritas Jamaah)
1.	 Pemerintah menetapkan kuota haji berdasarkan kesepakatan dengan 

Pemerintah Arab Saudi.
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2.	 Jemaah yang telah menunaikan ibadah haji hanya dapat mendaftar 
kembali setelah jangka waktu sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) 
tahun sejak keberangkatan terakhir.

Pasal 27 (Tanggung Jawab Pemerintah)
“Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, pelayanan, dan pelin-
dungan jemaah haji dan umrah agar pelaksanaan ibadah berjalan sesuai 
dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 35 (Pemanfaatan Teknologi Informasi)
“Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan dengan meman-
faatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, 
transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada jamaah”.

Pasal 90 (Sanksi Administratif)
“Setiap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau pihak yang melak-
sanakan perjalanan ibadah tanpa izin dikenai sanksi administratif berupa:

1.	 Peringatan tertulis;
2.	 Pembekuan izin; atau
3.	 Pencabutan izin.
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Indonesia, Fakultas Manajemen dan bisnis dan pernah menduduki sebagai 
Dekan serta Ketua Program Study Pascasarjana S2. Saat ini menjadi Wakil 
Ketua Bidang Akademis pada Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) 
Bhakti Nugraha Kota Tangerang. Pendidikan akhir yang dijalankan adalah 
Program Study Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang diselesaikan 
pada tahun 2003. 

Selama ini telah banyak menerbitkan buku pengetahuan yang diharap-
kan dapat menjadi salah satu buku bacaan yang dapat mengispirasi pemba-
canya untuk menjadi pribadi yang mandiri dan sukses dalam mewujudkan 
impian masa depan. Profesi lain yang penulis miliki adalah sejak tahun 
2011 sampai dengan saat ini berprofesi sebagai ahli keuangan negara dan 
penghitungan kerugian keuangan negara. Pencapaian buku ini tidak lepas 
dari peran dan dukungan keluarga serta semua pihak yang selalu memberi 
semangat dan inspirasi. Semoga buku ini dapat memberi manfaat luas bagi 
masyarakat dan bangsa.
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Syarifah Gustiawati Mukri adalah santri alumni 
Pondok Modern Darussalam Gontor (2000) dan 
Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor (2004). 
Gelar Master Ekonomi Islam serta Doktor Pendidikan 
Islam diperoleh dari Universitas Ibn Khaldun (UIKA) 
Bogor, sebagai bagian dari perjalanan panjang dalam 

menekuni ilmu keislaman dan pendidikan. Perjalanan akademik yang 
konsisten ini menjadi fondasi bagi kiprah profesional dan pengabdian 
masyarakat di kemudian hari.

Lahir pada hari Kamis, 11 Agustus 1983 di Bogor, dari pasangan Prof. 
Dr. KH. Ahmad Mukri Aji, MA, MH dan Hj. Siti Manis Falahiyah, kedu-
anya asli Parung, Bogor. Orang tua merupakan sosok kiyai dan pengasuh 
Pondok Pesantren Modern Darun Naim (DNY) Yapia Parung Bogor, 
sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor dan Wakil 
Ketua Umum MUI Jawa Barat. Latar belakang keluarga yang kuat dalam 
pendidikan dan keagamaan ini turut membentuk dedikasi terhadap ilmu 
pengetahuan, pengabdian keagamaan, dan pendidikan anak bangsa.

Melanjutkan perjalanan hidup ke ranah keluarga, membangun rumah 
tangga bersama suami, H. Nur Rohim Yunus, LLM, M.Phil., PhD, dan 
dikaruniai tiga anak, yaitu Muhammad Azam Najmullail Rohim (2010), 
Hilya Husna Masruria Rohim (2014), dan Sayyidul Ayyami AlMuntadzor 
Rohim (2021). Kehidupan keluarga menjadi sumber inspirasi dan motivasi 
untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab akademik, pengabdian 
masyarakat, dan kegiatan dakwah.

Di ranah profesional, menekuni karier sebagai dosen tetap di Fakultas 
Agama Islam (FAI) pada bidang Pendidikan Agama Islam (PAI), Ekonomi 
Syariah, Hukum Keluarga Islam, serta Manajemen Haji dan Umrah di 
Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Menjabat sebagai Ketua Program 
Pendidikan Manajemen Haji dan Umrah FAI UIKA Bogor, aktif melakukan 
penelitian di berbagai instansi pemerintah dan swasta, serta berkontribusi 
dalam dunia publikasi akademik. Saat ini memimpin sebagai Chief Editor 
Mizan: Journal of Islamic Law yang dapat diakses melalui [https://ejournal.
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uikabogor.ac.id/index.php/MIZAN](https://ejournal.uika-bogor.ac.id/
index.php/MIZAN).

Selain kiprah akademik, juga aktif dalam bidang dakwah dan pengem-
bangan pesantren. Dedikasi di dunia pesantren dan keulamaan membu-
ahkan penghargaan sebagai alumni terbaik Pendidikan Kader Ulama 
(PKU) ke-9 tingkat Kabupaten Bogor, menegaskan komitmen dalam 
mengembangkan ilmu, memperkuat pendidikan agama, dan berkontribusi 
bagi masyarakat.
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